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KEPUTTISAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DATTOfu{IIRAGJ{

KABTJPATENBELU
Nomor:PFO.rt20 / WS / W /2016

TENTAI\TG

PEMBERIAN IZIN PENDIRTAN KET,OIVTPOK BERMAIN ( KOBER / KB ) DI KABUPATEN BELU
KEPALA D[\[As PET\TDTDffiAAr.FETU TD,A .DAGTOLAfffiAGA .KAET'PATEN BELU,

Menimbang

Mmgingat : 1.

b.

c.

,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tcegiabn Pendidikan AnakUsia Dini (pAIrD)
perlu membentuk suahr lembaga satuart Pendidikart Anak [Isia Difti dalam hat ini
Kelompok Bermain sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini merrfadi

anak yang cerdas, Ioeatif dan bobudi pekertf fuhur;

bahwa Lenrbaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bsrnain (KOBER) yang ada saat

k* Elah metalculcan f€giatan operasiomal namun belum memillki $n pendirian

lembaga;

baftura berdasarkn ftrmolronan dan pengetola Lembaga trGlompok Berrnain Se -
Kabupaten Belu tentang Pmerbitan lzin pmdirian. puryelenggaraan pAUD dan

hmil snrve'y Tirn Bidarrg PNF1 Dinas Pendidi!&Tr Peryru& dmr Ola&rraga Kahnpatert

BeIu maka lenrbaga Kelompok Bermainyang menrenuhisyarat dapat dibedkan ijin
pxztdfufuiantuk arctraksazralcaa kegiaA* op<lrasiorrr\

bahwa untuk maksud huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Din B Pendfulitran Pemrda dan olahraga Kahrpabn Belrr t rgang
ffemberian ryr Fendtrian Kelompok Bermain di l(abnpaten Betu.

undang - undang Nomor 69 Tahun 19s8 tentang pemberrtukan Daerah - Daerah
Tingkat I BaH, Nusa Tmggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ( leurbaran
Nqgara Republik lndonesia Tahun 1SB Nomor 122, Tambahan lrrrbaran Negara
Republik Indonesia Nomor f 655 );

Undang-Undang RePublik llrdonesia Nomor tr fahun 2o03 1brrang Sistelrr
PerdidikanNasionat

undurg - undrrg Nqnor 2s ralnm 2o1{ terrhrg peurerinhhan Daeratr
( L"embaran Negara Republik [rdonesia Tahun z)14 Nomor 244 Tambahan
Iembaran Nqgara Rqptrblik rndoraesia sffiz ), xbagpimana blah dtubaft beberapa

kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan

Kedua Abs Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terrhng Pemerinbhan Daerah
( r,enrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot5 Nomor 5g, Tambahan
I-emharan Negara Republik Indoneeja Non or 56Z9 );
Feraturan Femerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang pendidikan l-uarselcohtr
Peraturan Menteri Pendidikan dan IGbudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun
2m3 tenhng Standar Nasional Perdidikan Anak Usia Dini;

4.

5.



Ulenetapkan :

KESATt/

KET}UA

KEIIGA

KEEMPAT

6. Peraturin Menteri Rendidikan dan Kdbudayaan Republik Indonesia Nomor 84

Tahun Z)14 Entang Pendirian Satuan Perrdidikan Anak Usia Din*

7. Peraturan Mmbri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146

Tahun 2014 tmtang Kurikulum 2013 Perrdidikan Anak Usia Din+

8. Peraturan Daeralt XalupaEn Belu Nomor 4 Tahun 2OD9 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah lGbupaten BeluTahun 2fi)9

Nomor4 Iambahan f,embaran Daerah l(abtrpaen BeIu Nomor 28) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor I Tahun 2015 terrtang Anggaran

?endapatarr dan B,elaia Daamftr Ta&rur Anggarar 2O16 ( L€fi$aran Daerah

Kab,trpatert BeIu Tahun 2015 Nomor 08)

10. Peraturan Buprati BeIu Nozror 2? TaJa*lur. 2075 tu&rtg Penlahanan Anggaran

Pendapatan dan Belaqia Daerah Tahun 2m6 (Berita Daerah kabupabn

Bett Taturn 2015 Nomor 33 );
11. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran

Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Aqggaran 2015 ( Berita Daerah lGbupaten

Belu Tahun Anggaran 2015 Nomor M)

MEIIILTU$KA]\I

Memberikan lzin fundiriaa lGpdr tnmbagil lGtompok Benrann (K8) di l(abupabn

Belu sebagaimar-n tercantum dalam keputusan ini;

I-€r&aga Krlompolc Btrmam ( KOBER) sehagaimara dimak$d pada BIKIUM

KESATU keputusan ini, dapat melaksanakan kegiatan Operasional sesuai dengan

lctutuanyang berlaku;

Dengan ditetapkannya kepuhrsan ini, maka lGputusan Kepata Dinas Pmdidikan,

Peurda dan Olahrag;a Kabupanen Behr Nomor : PPO-420 I llLS I V I 2915, +atrggal

12 Mei 2015, tentang Iiin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dinyataknn tidak

bedalcu lagi

Kepuhrsan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 14 Maret2016

,fif*o* DINAS PENDTDTT(AN
PEMUDADAI{OI.A}IRAGA {

Pemblna UtamaMuda
NIP. 19600430 t9m1t 1 A02
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